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PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G12022IPN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN Y
ANG MAHA ESA

pe
Jalam perkara antara: Putusan sebagai berikut
FATIMAR Umu.r 65 tahun, Tempatitg! Iahir Situbondo, 1 Juli 19
Islam, Jenis kelamin Perempuan , i 1957,
bertempat tinggal di '

Agama
Kewarganegaraan Indonesia,

Kp. Patek RT. 01
Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo: sa Wonokoyo,

Selanjutnya disebut sebagai

I B e Penggugat ;
Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasanya kepada Joko Suiiogs H

pdiolEdl yang HEREMEL ENIRE 6l Jalavt Reys Banyuwangi No. 27 Krajan RT. 001
RW. 002 Desa Landangan, Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo-Jawa
Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2022 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 8 Juni 2022;

LAWAN:

1. HUSNOL KHOTIMAH, Jenis kelamin : Perempuan, tempat tanggal lahir
Situbondo, 09 Februari 1980, alamat Kp. Dawuhan RT. 008 RW. 003, Desa
Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;

Selanjutnya disebut sebagai ..............oooooi Tergugat |;

2. HOSNI MUBAROK, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir
Situbondo, 23 Juni 1997, Alamat : Afalfa Office, Depan Musholla Baitul
Mahmud, JI. Flamboyan, No 142 C, Tulung Rejo-Pare-Kabupaten Kediri,
Jawa Timur;

Selanjutnya disebut SEDAGAL ..ore e Tergugat II;

3. MINNATUL UMMAH, Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir
Situbondo, 05 Mei 1998, alamat Kp. Dawuhan RT. 008 RW. 003, Desa
Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, adalah anak dari
Alm Sudiarto HBN adalah Pemilik/Pengelola UD “SABAR JAYA" Peleyan —
Kapongan, beralamat di Kp. Dawuhan RT. 008 RW. 003, Desa Wonokoyo,
Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;

Selanjutnya disebut SEDAGAI.......coceseoeeseer T

Dalam hal ini Tergugat Il dan Tergugat Il memberikan Kuasanya secara

Insidentiil kepada Tergugat | berdasarkan Surat liin Kuasa Insidentiil No.
2/1J/Khusus Insidentiil/09/2022/PN Sit tanggal 2 September 2022;

Tergugat 1l ;
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T

. Pemerintah Republik Indo

4. pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden R.I. Cq Kementerian Keua
: ngan

R Ca. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Cq. Kantor Wil
DJKN Jawa Timur Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Neéara dan LI?yah
(KPKNL) Jember, berkedudukan kantor di JI. Slamet Riyadi No 3:mg
Kabupaten Jember; - h
Selanjutnya disebut sebagai ....................

palam hal ini Tergugat IV memberikan Kuasany.s;t. kepadaTloSI:gl:f:t |SVI-;
LL.M., pangihutan Siagian, S.H., M.H., Rofii Edy Purnomo SpH ,M-H.’
Mohammad Lukman Saleh, S.H., Helda Anggraini Octaviana: S.lH .,LL.M'I
Arief Nugroho, S.H., M.H., Dedi Sasongko, S.E., Adimas Aryo”N K.P"
S.H., Trie Nurul Widya Wardhani, S.H., lkko Aryo Wijoyono .S.H“
Franklin Ignatius Avrinton Silalahi, S.H., Sheilla Novella, S.H., Suh'erm'al;'
s.H., Rully Setyabudi, Ghalang Alieftanza Hubirahman, dan Ariﬁnl
perdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022, yang telah didaftarkar;
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo dengan Nomor : 179/ PDF /7 /

2022 / PN Sit, tanggal 28 Juli 2022;

. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berkedudukan di JI

slamet Riyadi No. 344A, Kabupaten Jember;

Selanjutnya disebut SEbagai ... TergugatV ;
Dalam hal ini Tergugat V memberikan Kuasanya kepada Tio Serepina, S.H,,
LL.M., Pangihutan Siagian, S.H., M.H., Rofii Edy Purnomo, S.H., M.H,,
Mohammad Lukman Saleh, S.H., Helda Anggraini Octaviana, S.H., LL.M.,
Arief Nugroho, S.H., M.H,, Dedi Sasongko, S.E., Adimas Aryo N.K.P,
S.H., Trie Nurul Widya Wardhani, S.H., lkko Aryo Wijoyono, S.H.,
Franklin Ignatius Avrinton Silalahi, S.H., Sheilla Novella, S.H., Suherman,
S.H., Rully Setyabudi, Ghalang Alieftanza Hubirahman, dan Arifin,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022, yang telah didaftarkan

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo dengan Nomor : 178 /PDF / 7/

2022 / PN Sit, tanggal 28 Juli 2022;
nesia Cq. Presiden R.l. Cq. Kementerian Dalam

Negeri Cq. Gubernur Jawa Timur Cq. Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan (DISPERTANGAN) Provinsi Jawa Timur, Berkedudukan Kantor di

JI. Gayung Kebonsari No. 173, Kota Surabaya — 60235,

Selanjutnya disebut SEDAGA .......o.rrreeseesres Tergugat Vi ;

Dalam hal ini Tergugat VI yang memberikan Kuasanya kepada Dr. Lilik
Pudjiastuti, S.H., M.H., Dwi Andriyani Suryati, S.Sos., M.M., Adi Sarono,
S.H., M.H., Masrur Ali Nuri, S.H., M.H., Faishol Riza, S.H,, Indrawati, S.P.,

M.Agr., Endah Purwatiningsih, S.H., Ardiana Rosita Sari, S.Pt, M.H.,
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Naselia Sitorus: S.H., Bagas Saka Dhiwangga, S.H., Asmat, S

gdan Sukisno, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tan;ga| J , SH, MM,

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sit Ubnl 2022, yang

Nomor : 176 / PDF /712022 / PN Sit, tanggal 28 Juli 2022 ubondo dengan
7. pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden R Cq keme t

Negeri CQ. Gubernur Jawa Timur Cq. Bupati Situbondo Cn en:n Dalavm

Daerah Kabupaten Situbondo Cq. Ketua Tim Teknis Kabup:tenifz:::;a:

Bidang Ekonomi Pembangunan), berkedudukan Kantor di Ji. P8
No. 1, Kabupaten Situbondo — 68312, Sudirman

Selanjutnya disebut sebagai .....................
Dalam hal ini Tergugat VII memberikan Kuasanyakepada::;iu?(a:svt::n
§.H., Bhima Sunarto Putra, S.H., Alrosid Nurdin Ahmad, S.H., Shid :
Iffan, S-H., dan Yuni Marhama, S.H., berdasarkan Surat Kuas,a Khu:us
tertanggal 23 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Situbondo dengan Nomor : 138 / PDF / 6 / 2022 / PN Sit, tanggal 23
Juni 2022

8. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden R.l. Cq. Kementerian Dalam
Negeri Cq. Gubernur Jawa Timur Cq. Bupati Situbondo Cq. Dinas Pertanian
dan Ketahanan Pangan (DISPERTANGAN) Situbondo, JI. Merak No.24,
Situbondo;
Selanjutnya disebut SEDAYA ... veeiiiiiiiei e Tergugat VIII;
Dalam hal ini Tergugat VIl memberikan Kuasanya kepada Anna Kusuma,
S.H., Bhima Sunarto Putra, S.H., Alrosid Nurdin Ahmad, S.H., Shidqul
Irfan, S.H., dan Yuni Marhama, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 21 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Situbondo dengan Nomor : 137 / PDF / 6 / 2022 / PN Sit, tanggal 23
Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ,

TENTANG DUDUK PERKARA
urat gugatannya tanggal 6 Juni 2022

Pengadilan Negeri Situbondo pada
t G/2022/PN Sit telah mengajukan

Menimbang, bahwa Penggugat dengan s
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
tanggal 8 Juni 2022 dalam Register Nomor 40/Pd
gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa, PENGGUGAT memiliki sebidang T

Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabu

anah Sawah yang terletak di
paten Situbondo, satu dan
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2. Fotokopi an Sugiartg HBN sela
mengembalikan Pinjaman pppy
bukti TVII dan T vj|_).

3. Fotokopi Surat K
Kabupaten s, Zpala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh
itubo an
ndo,Nomor ;551 4 177821431.305.2/2009 tanggal 28

ku pemilik / pengelola UD Sapar Jaya untuk
- LUEP tertanggal 6 April 2009, (diberi tanda

HBN, 2009, (diberi tanda TVII dan TVIII-5);-

3 e u V

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat
pada tanggal 14 Oktober 2022, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang
tanggal 14 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan
kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang

diajukan lagi dan mohon putusan:
Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita
acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat
dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini:
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah

mengajukan jawabannya secara tertulis, dimana jawaban Para Tergugat pada

pokoknya berisi Eksepsi dan Jawaban terhadap pokok perkara;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dalam jawabannya telah

mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis
Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi dari Para Tergugat

sebelum mempertimbangkan materi pokok perkaranya;
Menimbang, bahwa eksepsi pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak

Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (geen verdediging op de hoofdzak),
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jainkan hanya mengenai formalitas dan kelengkapan-kelengkapan dalam surat
me

? Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi agar Majelis

Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan-alasan:
1. Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut):
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel);
3, Eksepsi gugatan Premature;
4 Eksepsi gugatan telah daluarsa:
3]

Eksepsi Gugatan Error in Persona (9emis aanhoeda nigheid);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim
memperﬁmbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Eksepsi kompetensi absolut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui, perihal jawaban yang tidak
langsung mengenai pokok perkara disebut dengan eksepsi (exceptie). Untuk itu,
Hukum Acara Perdata hanya mengatur perihal eksepsi yang menyatakan tidak
berkuasanya hakim (pengadilan) untuk memeriksa gugatan (vide Pasal 133, 134
dan 136 HIR), baik mengenai tidak berkuasanya (kompetensi) secara absolut
maupun relatif ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1, yang menyebutkan perihal
kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Majelis Hakim dalam putusan
sela Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Sit tertanggal 6 Oktober 2022, telah menolak eksepsi
Tergugat VI, Tergugat VIl dan Tergugat VIII dan menyatakan Pengadilan Negeri
Situbondo berwenang (compe-tence) untuk memeriksa dan mengadili perkara
perdata Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Sit, serta memerintahkan kepada para pihak
untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Ad. 2. Tentang Gugatan kabur/tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII
dalam dalam eksepsinya mendalikan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena
penyusunan formulasi gugatannya, Penggugat telah mencampuradukkan dasar-
dasar/alasan-alasan gugatan dengan dasar perjanjian dengan gugatan Perbuatan
Melawan Hukum:;

Menimbang, bahwa Tergugat VI dalam eksepsinya juga mendalilkan bahwa
Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan tegas atas peran dan kedudukan
Tergugat Tergugat I, Il dan Tergugat Il selaku ahli waris dari almarhum Sudiarto
HBN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan
sebagai berikut:
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e

animbang, bz '
Meni 9. bahwa yang dimaksud obscuur liebel dapat dikatak
e | | ikataka
gederhananya dengan tidak jelas atau mengandung cacat yaitu apabil n
it p - 1 a
yang diajukan mengandung ketidakjelasan/cacat yang terletak pada: —
1. Hukum yang menjadi dasar gugatan; i
2. Ketidakjelasan i '
J mengenai obyek gugatan, misalnya pada gugatan tanah

tidak menyebutkan |uas
atau letak _
tersebut: ataupun batas-batas dari tanah

3. Petitum yang tidak jelas;

4. Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari Eksepsi
tersebut serta surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat yan i
surat gugatan tersebut, Penggugat telah menyebutkan h s ma”? d'ldalam
gugatan, kedudukan dan peran para pihak dalam y Uk‘f"" ya”? me”J?d' -

' | perkara ini, sehingga tidak ada
kekeliruan terhadap pihak yang digugat dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat mendalikan bahwa
Tergugat IV dan Tergugat V telah menguasai obyek sengketa berupa SHM No. 54
Desa Landangan milik Penggugat yang saat ini dalam penguasaan Tergugat IV dan
Tergugat V sehingga dalam gugatannya Penggugat meminta agar Tergugat IV dan
Tergugat V mengembalikan obyek sengketa berupa SHM tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kerugian yang diderita oleh
Penggugat sebagai akibat penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat tersebut
maka hal tersebut haruslah dengan membuktikan materi pokok perkara, oleh karena
itu tentang ekspepsi perihal gugatan kabur tersebut tidak beralasan hukum dan

haruslah ditolak;
Ad. 3. Eksepsi Gugatan Prematur:

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Tergugat V dalam eksepsinya
mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah sesuatu yang dipaksakan

dan belum tepat pada waktunya (premature) karena pelaksanaan lelang tidak

pernah dilakukan oleh Tergugat IV;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan premature adalah

gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Ahli Hukum Yahya Harahap dalam

bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,
a sifat atau keadaan

Penyitaan,

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan bahw

premature suatu gugatan melekat pada:
1. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jan

dalam perjanjian belum sampai atau:

gka waktu yang disepakati
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debitur;

Menimbang, bahwa dasar gugatan da|a
perbuata" Melawan Hukum yang dilakukan oleh
crugian kepada Penggugat akibat Pénguasaan
‘o, 54 Desa Landangan milik Penggugat yang saat inj
v dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa oleh kareng dasar gugatan ad

Melawan Hukum dan bukanlah wanprestasi sebagaimana dalil Para Tergugat

mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini sehingga eksepsi angka 3
tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak:
Ad. 4. Gugatan Telah Daluwarsa:

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Tergugat VIl dan Tergugat Vil
mendalilkan bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh
Penggugat kepada Tergugat VIl dan Tergugat Vi dapat dikualifikasikan sebagai
obyek sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat
bahwa gugatan dalam perkara ini adalah tentang sengketa hak milik terhadap
menguasaan obyek sengketa berupa SHM No. 54 dan bukanlah mengenai sengketa
yang termasuk kedalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara yang telarT
dipertimbangkan dalam Putusan Sela dalam perkara ini, sehingga terhadap eksepsi
tentang daluarsa tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Ad. 5. Eksepsi Gugatan Error in Persona (gemis aanhoeda nigheid)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa.
perihal siapa saja yang akan digugat oleh Penggugat adalah hak -sepenuhnya dari
Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja ‘yang ak.an dlgugat:f, r3:arl1::_:;
dianggap telah merugikan kepentingannya (vide Yunsprudens.l Ma-hkama gu fg:j ai;
| Nomor 305 K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971), akan tetapi perihal ada atau. i

ng melandasi gugatan Penggugat serta kepentingan
v e g T T ihak yang berperkara untuk menemu-
yang menyertainya, adalah tugas para piha V'&' g o o seradangan
kannya sebagai suatu fakta hukum yang terbukti, pada s

i ktian ;
telah memasuki tahapan proses pembu ; | e
Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat pada ang

itolak ;
tersebut, tidak berdasarkan atas hukum dan harus di
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- TTSARTEAAN

animban F:
Meni ang, bahwa dar; uraian pertimb
¢ 2riim angan

oksepS para Tergugat tidak berdaswkqn t
diRe a

Terg”ﬂ“‘- haruslah dinyatakan ditol

, di atag karena eksepsi

as huk akz o s

e IM, maka f:ksf:pm—qk',f-pw P
ntuk seu‘uruhnya o

palam Provisi:
Menimbang, bahwa terhadap tuntut
l an
mempertimbangkannya sebagaj berij

Menimbang, bahwa menurut doktrin yan

Provisi tersebuyt Majelis Hakim

di
g dimaksud dengan tuntutan proyisi

adalah tuntutan yang berisikan agar Haki
M menjatuhkan p
utusan

mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak da yang sifatnya
n

bersifat sementara di samping

untutan Provisi ini, HIR dan Rbg hanya mengatyr sec
(1) HIR dan pasal 191 ayat (1) Rbg;
Menimbang, bahwa pengaturan tentang tuntutan Provisi secara t
jelas diatur dalam Pasal 53 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI NoezgtaTS :a”
1965 dan nomor 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan tuntutan Prov%si' o
Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Ry menyebutkan bahwa Jik;a ada

ara sekilas dalam Pasal 180

tuntutan Pr-o.visi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun
dalam provisi maka terhadap hal ini hakim menjatuhkan satu Putusan:

Menimbang, bahwa di samping itu tentang tuntutan provisi ditemukan pula

dalam beberapa yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Putusan MARI Nomor : 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang
menyebutkan bahwa “tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180
HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses
berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat
diterima;

2. Putusan MARI Nomor : 279 K / Sip / 1976 tanggal 5 Juli 1976 yang
menyebutkan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan ada
tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi
yang berisikan pokok perkara harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia yang selama ini
terjadi adalah apabila Hakim melihat dari sisi essensi surat tuntutan Provisi tersebut

sifathya mendesak, maka Hakim sebelum mem
menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu dan apabil
tuntutan Provisi yang diajukan tersebut hakikatnya tida
segera maka tuntutan Provisi tersebut akan diputus bers
Akhir;

eriksa pokok perkara dapat
a Hakim memandang bahwa
k bersifat mendesak atau
ama-sama dalam Putusan
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im Mmembacy dan mem
ternyata ISinya

- jelis  Hak
wntutan Provisi Penggugat tersebt dan

okok perkara dimana gugatan tersebut me

gan untuk pelaksanaannya terlap, dahuly

pelajari
telah memasykj materi

r
Upakan Suatu bentyk Perbuatan hukum

harus dibuktikan -
AN adan
perbuatan tersebut, dan berdasarkan ketentuan p,

yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung
provisi Penggugat haruslah dinyatakan tidak beralag
palam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan

Y3 alas hak dgyi
kum acara perdata doktrin serta
tersebyt diatas maks tuntutan

an hukum dan haruslah ditolak:

gugatan Penggugat yang pada
a kepemilikan tanah, dimana
nah dengan Sertifikat Hak Milik

mbar situasi tanggal 19 Oktoper
atas nama Fatimah/ Penggugat, pada tahun 2007

pokoknya adalah mengenai gugatan  sengket
penggugat mendalilkan mempunyaj sebidang ta
(SHM) Nomor : 54/ Desa Landangan dengan ga
1083, No. 1541, Luas 3.724 m?

tanah tersebut dijadikan Jaminan atag hutang Penggugat terhadap Almarhum
Sudiarto HBN (Suami dari Tergugat I/ orang tua dari Tergugat Il dan Tergugat III),
namun perjanjian tersebut hanya dilakukan Sécara lisan, dan masih pada tahun
2007 ketika Penggugat menemui Almarhum Sudiarto HBN untuk melunasi
hutangnya namun Almarhum Sudiarto HBN menolak pembayaran hutang dengan
alasan belum menemukan Sertifikat atas Objek Sengketa, sampai akhirnya sekira
tahun 2015 Penggugat mendapat kabar dari Sekretaris Desa Landangan,
Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, bahwa tanah tersebut masuk dalam
daftar sitaan dan akan dilelang oleh Tergugat IV: .

Menimbang, bahwa setelah meneliti lebih lanjut, Penggugat mef‘ge.t?h“f
bahwa ternyata Almarhum Sudiarto HBN dengan Tergugat VI dengan dlfa?hzsri
oleh Tergugat VII, telah mengadakan Perjanjian Bersama tentang Pernpf-;r:ak
Gabah/ Beras Petani pada Tahun 2007, dimana T?rgu:a; \o/’la S:;::erebut
Renyeiiia, Cana dart Almfl i SUdlart:k HB-NmSi:::g(Z;S:a:) iepada Pemerintah
punyai kewajiban menyerahkan ja

an mem e
o k pemanfaatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekon
u

Kabupaten unt o
Ped p (D'M-LUEP) senilal Rp750.000.000, namun setelah dana terse
edesaan -

O HBN tidak dapat
sefng berjalannya waktu feryata Amarhum SUBRRIE FE 0
Terguga
' Tergugat IV dan Al
melakukan pelunasan, hingga _ kukan PENJUA
PENYITAANpatas barang jaminan, termasuk juga akan melaSHM ‘o 54 Desa
DIMUKA UMUM (LELANG), ternyata Tanan sanel densanai salah satu jaminan
Landangan (Objek Sengketa) tersebut yang didar Sed agTergugat VIV Tergugat
( 9 ioh Almarhum SUDIARTO HBN kepaca
agunan) hutang ole

i da i

Penggugat;
/PN Sit
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pendd put sebelumnya dari Almarhym Sudiarto HBN- an informag; terkait

terse

I
ha Menimbang' bahwa Tergugat |v dan Ter

at | ket
fegtd karena SHM 3 berupa sh
qdangan oleh o tersebut Merupakan barang jami #HEsn
utang ke nan h
debiw”’pe”anggung 9 kepada Negara yang telah diserahkan mg| [ BUtang
alul Badan

gtahanan Pangan ProPINSt Jawa Timur (Terg ey
K _ma nomor 501/268/1371205.03/2007,

Menimbang, bahwa Tergugat \

berdasarkan Perjanjian

ber

2007 Nomor 501/268/137/205.3/2007 ta.ntqgal 27 Maret 2007, dan uang yang
digunakan adalah uang negara dan saat in; obyek sengketa atas nama Penggugat
tersebut merupakan agunan pada Program Dang Penguatan Modal Lembaga Usaha
Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) yang secara factya| dan yuridis saat ini berada
dibawah kewenangan Tergugat IV dan Tergugat Vv,

Menimbang, bahwa Tergugat VII dan Tergugat VIl mendalikan bahwa
obyek sengketa sebagai jaminan atas piutang negara didasarkan pada Perjanjian
Bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2007 pada Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan Alm. SUDIARTO HBN selaku
pemilipengelola UD. SABAR JAYA tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun
2007, yang mana dalam perjanjian tersebut mewajibkan UD. SABAR JAYA untuk
menyerahkan jaminan (agunan) kepada Pemerintah Kabupaten yang diikat melalui
notaris sebagai bentuk pertanggungjawaban pemanfaatan DPM-LUEP:

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi pokok persengketaan
antara para pihak dalam perkara ini adalah apakah Para Tergugat telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat
sehubungan dengan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai obyek

sengketa tersebuyt?
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat

berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;
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s o
g
¥

,nimbang,  bahwe .
M ] wa ru.nggugat untuk  menguatk
uvatkan  dalilnya
telah

1 sampai
e g dengan P-14 dan saksi-saksi yaitu saksi
-3 Saksi Darwis dan 4 Saksi Ahmad Fauz
I

,nimbang, bahwa

Men g 1 Tergugat IV dan Tergugat V

annya telah mengajukan bukti berupa buykt untuk menguatkan dalil
ukti

rv 16 dan tidak mengajukan saksi

,nunfﬁ‘l”k"’” bukti berupa bukti P

Gaksi gahwani, 2. Saksi Rahm

1

sangkal
; TIV.1- .
1|\/.1‘3 VA-TV.1 sampai dengan

Menimbang, bahwa Tergugat VI untuk menguatkan dalil s
menga]‘ukan bukti surat berupa bukti TV|1 sampai de AngRalgNnga felsh
mengajukan saksi, ngan TVI2, dan tidak
»nimbang, b

Menimbang ahwa Tergugat VIl dan Tergugat VIII untuk menguatk i
sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti TVII.1 TVST” an dalil
ol .1 sampai

dengan bukti surat TVILS-TVIILS dan tidak mengajukan saksi

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang telah diajuk
penggugat maupun Para Tergugat baik alat bukti surat maupun keterajn :: .
saksi maka Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan alat bfkti p:nra
memiliki relevansi dengan perkara a quo serta memiliki nilai pembuktian; yg

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

setiap petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut:
Menimbang bahwa petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat perihal
dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya Majelis Hakim berpendapat

bahwa oleh karena Petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya

petitum berikutnya maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;
Menimbang, bahwa terhadap sah dan berharga sita jaminan yang diminta

h karena selama persidangan berlangsung Majelis

oleh Penggugat Konvensi, ole
-jaminan

Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan untuk melakukan sita
(conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa, maka terhadap petitum ke-2

tersebut harus dinyatakan ditolak;
Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat menyatakan bahwa Para

Perbuatan Melawan Hukum, namun sebelum Majelis
a maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih

n tanah sengketa sebagai berikut:
enggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
i sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM)

Nomor : 54/ Desa Landangan dengan gambar situasi tanggal 19 Oktober 1983, No.
1541, Luas 3.724 m? atas nama Fatimah/ Penggugat, pada tahun 2007 yang terletak
di Desa Landangan Kabupaten Situbondo dengan luas 3.724 m? (Tiga Ribu Tujuh
Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) atasnya yaitu;

Selatan - Joko Susilo

Tergugat telah melakukan
Hakim mempertimbangkanny
dahulu tentang hak kepemilika

Menimbang, bahwa P

Penggugat tersebut mempunya

dengan batas-b
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- JI. Desa

parat
Timur : Selokan Air
Utara :H. Osman

ikuasai 01" Penggugat, namun tanah tersebut dijadikan iami

Penggug'glt terhadap Almarhum Sudiarto HBN (Suami dari Tn Jaiinan aias: Hitang
ugat || dan Tergugat lll), dan masih dikelola oleh Peng j rgl:gajit I/ orang tua dari

Menimbang. bahwa untuk menguatkan dalil gugata:]n g:thmgga e

(elah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Penij ﬁefsebut, Penggugat
225/2017 tertanggal 28 September 2017 (diberi tanda bukti P-: aran Tanah Nomor
pahwa seritikat HM 00054-Landangan terdaftar atas nama F) t).famg menerangkan
n 5.755m2, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomorabler:i:sdfjgg:(;:’zl;::

Terg

tana
. tanda bukti P-3) da ifi
(diberi tan ) dan sertifikat tanah nomor 54 (diberi tanda bukti P-4)

masing
menerangkan ba

_masing bukti surat tersebut (bukti surat P-3 dan bukti surat P-4)
_ yang
hwa bidang tanah tersebut terdaftar pada kantor Kementrian

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah atas nama
Fatimah/PeanUgat;
Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah

hadirkan saksi dipersidangan yaitu Saksi Sahwani, Saksi Rahmani Saksi
Darwis dan Saksi Ahmad Fauzi yang masing-masing saksi dipersidangan
menerangkan bahwa tanah obyek sengketa berupa sawah adalah milik Penggugat

dan obyek sengketa tersebut telah bersertifikat yaitu SHM No. 54/Desa Landangan
yek sengketa dikuasai dan dikelola olen Penggugat dan
kepada orang lain;

meng

dan hingga saat ini tanah ob
tanah sawah tersebut tidak pernah dipindahtangankan (jual beli)

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan tanah tersebut Tergugat |,
ergugat Il didalam dalil jawabannya tidak membantahnya dan

Terggugat 1l dan T
tang kepemilikan tanah obyek sengketa

menyatakan tidak mengetahuinya ten

tanah obyek sengketa ternyata
h Para Tergugat dipersidangan

tersebut;
Menimban
dari jawaban mau
ternyata tidak ada
dalil Penggugat yan
tanah obyek sengket

beralasan hukum sehingga petitum ke-3
wa, Penggugat selanjutny

uari 2007, Penggugat

g, bahwa terhadap kepemilikan

pun bukti surat yang diajukan ole
bukti surat yang membantah dalil Penggugat tersebut, sehingga

d menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang
a berupa tanah sawah dengan SHM No. 54/Desa Landangan

(tiga) gugatan dapat dikabulkan;
a mendalilkan bahwa pa

telah meminjam uang kepada
(Tiga Juta Rupiah) dan sekitar
enemui Almarhum SUDIARTO

da awal

Menimbang, bah
tahun sekitar bulan Jan
Almarhum Sudiarto HBN sebesar RP: 3.000.000,-
bulan Maret 2007, Penggugat datand kembali M
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HBN- untuk meminjam uang dan diberikan pinjaman uang sebesar R
ima Ratus Ri i ST 2500000
e Juta Lim ibu Rupiah) dan sebagai jaminan hutang P .
enggugat

(epada Almamum sudiarto HBN tersebut, Penggugat telah menyerah
s4IDESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA) an SHM NO.

kepada
nan hutang tersebut; Pada Almarhum SUDIARTO HBN

cebagal jam!

Menimbang, bah‘_”a Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah
perbuatan Almarhum Sudiarto HBN sehubungan dengan pemberian sertif p
no. g4/Desa Landangan kepada Negara merupakan perbuat sertifikat SHM

. s ; . an melawan hukum

atau tidak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Me.mmbang, bahV\'/a Perbuatan Melawan Hukum adalah segala perbuatan
yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan
terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya didalam Pasal
1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan
yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan
orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan
kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalikan bahwa
penggugat meminjam uang kepada Almarhum Sudiarto HBN uang sejumlah Rp.
5.500.000,00 adalah berasal dari uang pribadi Almarhum Sudiarto HBN dan bukan
perasal dari uang Negara dengan tujuan untuk keperluan uang sekolah anak
Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh pinjaman uang dari Almarhum
Sudiarto HBN, maka Penggugat telah menyerahkan seritikat tanah no. 54/Desa
Landangan atas nama Fatimah kepada Almarhum Sudiarto HBN sebagai syarat
untuk bisa memperoleh pinjaman uang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat telah
menghadirkan saksi Sahwatun dan saksi Rahmani, masing-masing saksi tersebut
pernah diajak oleh Penggugat ke rumah Almarhum Sudiarto HBN pada tahun 2007
dengan tujuan untuk meminjam uang kepada Almarhum Sudiarto HBN untuk
keperluan uang sekolah anak Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sahwatun dan saksi Rahmani tersebut

bersesuaian dengan keterangan saksi Darwis dipersidangan yang menerangkan

bahwa saksi mengetahui Penggugat meminjam uang kepada Almarhum Sudiarto

HBN sebanyak 2 (dua) kali yaitu uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus
fibu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 3 000.000,- (tiga juta rupiah);
Darwis dipersidangan menerangkan bahwa

Menimbang, bahwa saksi
jaminan

Penggugat meminjam uang kepada Almarhum Sudiarto HBN dengan
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serfif"at tanah Penggugat dan uang tersebut merupakan uang pribadi milik
marhum sudiarto HBN;
A : - ;

Menimbang, bahwa saksi Darwis dan saksi Ahmad Fauzi menerangkan
ba saksi tidak pernah mengetahui adanya program dana pemerintah
sebagaimana program DPM-LUEP2 tahun 2007 dan seingat saksi Fauzi bahwa di
andangan tidak ada program tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mendalilkan bahwa sertifikat miik
Peﬂggugat yaitu SHM no.54/Desa Landangan tersebut oleh Almarhum Sudiarto
BN (pemilik UD Sabar Jaya) telah dijaminkan kepada Tergugat VI oleh Almarhum

gudiarto HBN guna memenuhi perikatan perjanjian Kerjasama antara Pejabat

desal

pembuat Komitmen dengan UD Sabar Jaya tentang pembelian gabah tahun 1997

vide bukti surat P-5);
Menimbang, bahwa dengan adanya jaminan berupa sertifikat sebagai

(

pemenuhan kerjasama tersebut, Aimarhum Sudiarto telah menerima pencairan dana
sebesar Rp-. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 19 April 2007
(buk surat P-6) dan kemudian Almarhum Sudiarto HBN kembali menerima
pencairan dana pada tahap Il sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
sebagai dana program pembelian gabah/bahan pangan lain (vide bukti surat P-7
dan bukti surat P-8), tertanggal 30 April 2007 yang ditandatangani oleh Drs.
Syaifullah, MM sebagai Ketua tim Teknis Kabupaten Situbondo, sehingga total dana
yang diterima oleh Almarhum Sudiarto HBN dari adanya perjanjian tersebut adalah
umlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat [V dan
Tergugat V didalam jawabannya menyatakan bahwa Almarhum Sudiarto HBN / UD
Sabar Jaya mempunyai hutang kepada Badan Ketahanan Pangan yang saat itu

menjadi kredit macet sehubungan dengan akibat adanya dalam Perjanjian Bersama

5€j

antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD Sabar Jaya tentang Pembelian
Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor 501/268/137/205.03/2007 tanggal 27 Maret
2007 (Perjanjian) yaitu antara Badan Ketahanan Pangan (Pihak Pertama) dengan

Sudiarto HBN/UD Sabar Jaya (Pihak Kedua);

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Tergugat V mendalilkkan obyek
sengketa berupa SHM No. 54/Desa Landangan merupakan barang jaminan hutang
debitur/penanggung hutang kepada Negara yang telah diserahkan melalui Badan
Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur (Tergugat VI) berdasarkan perjanjian

bersama nomor 501/268/137/205.03/2007;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Tergugat IV dan

Tergugat V telah menyerahkan bukti surat berupa Perjanjian Bersama antara
Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD Sabar Jaya tentang Pembelian
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GabahlBeras Petani Tahun 2007 Nomor 501/268/1 37/205.03/2007 tanggal 27 Maret
007 (Perjanjian) antara Badan Ketahanan Pangan (Pihak Pe

_ rtama) den
jarto HBN/UD Sabar Jaya (Pihak Kedua) (diber; tanda bukti T} ! .

Sud _ i VITV.4);
Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Tergugat V juga telah mengajukan bukti
. uki
rat perupa Surat dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan
Kabupaten Situbondo Nomor 521 .1 1/053/431 .305.2/2010 tertanggal 1 Februari 2010

(buk!i surat TIV dan TV.1) yang menerangkan pengurusan piutang negara atas

nama sudiarto HBN telah diserahkan kepada Tergugat IV dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa Tergugat VI didalam jawabannya menyatakan bahwa
Tergugat VI Sy Sat.uan. Pelaksana Perangkat Daeran yang membidangi urusan
ketahanan pangan, 'dlbenkan kewenangan untuk menyalurkan dana talangan
kepada kepada masing-masing Lembaga Usaha di Kab/Kota di Provinsi Jawa
Timur, antara lain dengan menyalurkan dana talangan kepada almarhum Sudiarto
HBN yang merupakan suami TERGUGAT | dan orang tua dari TERGUGAT Il dan
Il dengan Pengikatan Perjanjian Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007
Nomor 501/268/137/205.3/2007 tanggal 27 Maret 2007 antara TERGUGAT VI
dengan almarhum Sudiarto HBN yang merupakan suami TERGUGAT | dan orang
tua dari TERGUGAT Il dan Ill yang difasilitasi oleh TERGUGAT VI ;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan dana talangan permodalan kepada
masing-masing lembaga usaha pelaksana DPM-LUEP, antara lain kepada lembaga
usaha ekonomi pedesaan yang dikelola oleh Almarhum Sudiarto HBN, dilakukan
pengikatan perjanjian Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor
501/268/137/205.3/2007 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat diantara Pemerintah
Provinsi Jawa Timur dengan Almarhum Sudiarto HBN dan saat ini obyek sengketa
atas nama Penggugat tersebut merupakan agunan pada Program Dana Penguatan
Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) yang secara factual dan
yuridis saat ini berada dibawah kewenangan Tergugat IV dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Tergugat VI telah
mengajukan bukti surat T.VI.2 yang merupakan perjanjian antara Tergugat VI
dengan Almarhum Sudiarto HBN dimana Tergugat VI telah menyalurkan dana
sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Almarhum Sudiarto
HBN dan Almarhum Sudiarto HBN mempunyai kewajiban mengembalikan dana
tersebut kepada Tergugat VI;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat VI telah
Mengajukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 yang mengatur
tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan

Mengadili perbuatan melawan hukum (diberi tanda bukti TVI,1);
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Menimbang- bahwa Tergugat VIl dan Tergugat Vili didalam jawabannya
menda“man pahwa obyek sengketa sebagai jaminan atas piutang negara

-dasaf
ilnggaran 2007 pada
Gabah/Beras

uD. sABAR
KabUPaten
emanfaatan

dan Tergugat
GabahlBeras petani Tahun 2007 N
2007 (diberi tanda bukti TVI/TVIILT);

bahwa setelah Majelis Hakim mencermati
an Bersama antara

Perjanjian Bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan Alm.
aku pemilik/pengelola UD. SABAR JAYA tentang Pembelian
petani Tahun 2007, yang mana dalam perjanjian tersebut mewajibkan
JAYA untuk menyerahkan jaminan (agunan) kepada Pemerintah
ang diikat melalui notaris sebagai bentuk pertanggungjawaban
DPM-LUEP dan untuk membuktikan dalilnya tersebut, Tergugat VII
Vil telah mengajukan bukti surat berupa Perjanjian Pembelian
omor 501/268/137/205.3/2007 tanggal 27 Maret

Menimbangd. bukti surat yang
ukan oleh para pi
uat Komi
ang pembelian Gabah/Beras Peta
bukti surat P-3, bukti surat TIV/TV.4, bukti surat T.V1.2, bukti s
merupakan perjanjian antara Tergugat V| dengan
Tergugat VI telah menyalurkan dana sebesar Rp.
kepada Almarhum Sudiarto HBN dan
engembalikan dana tersebut

hak dipersidangan ini yaitu berupa Perjanji
tmen dengan UD. Sabar Jaya Kec. Kapongan Kabupaten

ni Tahun 2007 sebagaimana bukti
urat

diaj
pejabat pemb
gjtupondo tent

surat Penggugat (
TV|1[TVIII.1), pukti surat tersebut

Almarhum Sudiarto HBN dimana

500.000.000,00 (ima ratus juta rupiah)
Almarhum Sudiarto HBN mempunyai kewajiban m

kepada Tergugat VI,
i surat

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut (bukti surat P.5, bukt
TIVITV.4, pukti surat T.VI.2 serta bukti surat TVIITVIIL) didalam isi perjanjiannya
memuat syarat sebagaimana pasal 4 ayat (2) huruf C bahwa pihak kedua

rhum Sudiarto HBN) wajib menyerahkan jaminan (agunan) kepada Pemerintah

(Alma
Kabupaten yang diikat melalui Notaris sebagai bentuk pertanggungjawaban Dana
DPM-LUEP sebagaimana perjanjian bersama tersebut;

agunan) sebagaimana dimaksud

wa terhadap jaminan (
a tersebut, Tergugat V! mendalilkan

an dan/atau

Menimbang, bah
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf ¢ perjanjian bersam
bahwa Tergugat VI (Pemerintah Provinsi Jawa Timur) tidak menentuk

fidak pernah mencantumkan bentuk obyek jami adi kewajiban
Almarhum Sudiarto HBN, dan lebih-lebih tidak pula menyebut t
obyek sengketa sebagai jaminan dalam perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa terkait syarat S€

ayat (2) huruf C Pejanjian Bersama Nomor

Maret 2007 ternyata Almarhum gudiarto HBN telah
0. 54/Landangan atas

nan Yyang menj
anah atau sertifikat

bagaimana ditentukan dalam Pasal 4

501/268/137/205.3/2007 tanggal 27
menyerahkan obyek sengketa
dalam perkara ini yaitu SMH N nama Fatimah/ Penggugat, dan

Halaman 68 dari 79 putusan Nomor 28!Pdt.G/2022/PN Sit



~

(Tergugat Iv
di .
54/|_andangan atas nama Fatimapy Idalam daljl

hum Sudiarto HBN ‘
o (suami tergugat l/ayah dari T
€rgugat Il dan

Al
sada Tergugat VI sebagai jaminan (agunan)

e
‘ Tergugat 11l

dalam Perjanjian berg

2007,
Menimbang, bahwa dari :
pertimbangan tersebyt diatas, bah
penyerahan obyek sengketa berupa seritikat SHM N | o e
: _ 0. 54/
nama Fatimah yang dilakukan oleh Almarhum Sudiart :eBsa Landangan atas
; . 0 N k
(Tergugat VI) ternyata tidak dibantah oleh Para Tergugat, da .epada Negara
|V dan V didalam jawabannya juga mendalilkan bahj ”PSepanJutnya Tergugat
wa Penggugat tidak ad
hubungan hukum dengan Tergugat IV dan Tergugat V, begitu juga dengan Tergugaj
VI, Tergugat VIl dan Tergugat VIl sehingga tidak terkait dengan perjanjian bersama
tentang pembelian gabah/beras tahun 2007,
Menimbang, bahwa pemberian SHM No, 54/Desa Landangan atas nama
penggugat kepada Tergugat VI (Pemerintah Propinsi Jawa Timur) dan
menjadikannya sebagai jaminan hutangnya kepada Negara temyata fidak ada

uan dari Fatimah/Penggugat sebagai pemilik sah obyek sengketa tersebut,
ut bertentangan dengan hukum

BN telah melakukan perbuatan

persetu
sehingga perbuatan Almarhum Sudiarto terseb

dengan demikian maka Almarhum Sudiarto H

melawan hukum;
Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mendalilkan pada bulan

Desember 2015, Penggugat mendapat kabar dari Sekretaris Desa Landangan,
Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, bahwa TANAH SAWAH dengan SHM

NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA) masuk daftar sitaan dan akan

dilelang oleh TERGUGAT IV;
bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Pengguga
; umuman Nomor : Peng-

t telah

Menimban
mengajukan bukti surat berupa Peng
D1WKN.10/KNL.04/ 2014 tertanggal 0
bukti surat berupa pengumuman

O1WKN. 10/KNL.04/ 2015 tertangga 29 Desember
Kantor Pelayanan Kekaya

pelelangan pertama,
(diberi tanda bukti P-12) dan

Lelang Pertama, Nomor  :Peng-

2015 (diberi tanda bukti p-14);
ang Jember

8 Agustus 2014,

an Negara dan Lel

yang menerangkan bahwa
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D mﬂ

kukan penjualan di
Jkan mela Muka umym atas Sebidang
omor54/Desa Landangan atag Nama Fatimap. 9 1anah pertanian SHM
n :

Menimbang, bahwa Selain

. ki Surat, g
teraﬂgan saksi Ahmad FaUZI,
e

Selaky g
k _ ekretarig Desa
menefangkan bahwa saksi mengetahyi jika tanap i Landangan yang

as KPKN
- ada petug | L Jember yan an minta tojon kepad '
ok diantarkan ke lokasi tanah Sengketa: R
U : '
Menimbang, bahwa saks; Ahmad Fayyi Juga Menerangkan bahwa setah
: ahu
ki tanah sengketa adalah mjlik Penggugat dari byky krawangan ges, dan
il saksi bahwa sertifikat tanah terseb '

ut dijadikan Jaminan hytan P
- enggugat
kepada Almarhum Sudiarto HBN: g Pengguga

yarnya tunggakan DPM-LUEP tahun

surat P-9);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dipenuhinya sebagaimana isi surat
berupa Surat tagihan Tunggakan DPM - LUEP.tertanggal 28 Desember 2009 (diberi
tanda bukti P-9), dimana surat tersebut ditujukan kepada Almarhum Sudiarto HBN
yang menerangkan agar Almarhum Sudiarto HBN agar melunasi tunggakan DPM-
LUEP dengan konsekuensi bila tunggakan tersebut tidak terselesaikan maka asse?
yang menjadi agunan surat untuk pinjaman DPM-LUEP akan dilelang melalui
KPKN:‘ enimbang, bahwa Tergugat V selaku Panitia Urusan Piutang b{ega;z
Cabang Jawa Timur selanjutnya menerbitkan surat paks%l tertanggal 11I I’v:)e: Zj)uni
(diberi tanda bukti P-10), Laporan pelaksanaan PenY'taan'tenap:zQ:or . Peng-
piteicuaen Jns e Pengurggn:n tflazr;izn(jzz:r:;da bukti P-12),
01WKN. 10/KNL.04/ 2014 tertanggal Qs ' Nomor - S.
Pemberitahuan Rencana Lelang dan ,pg:rngea;b::Z%izorjzzrg:z:: bukti P-13)
1850/WKN.10/KNL.04/ 2015,tertangga

muman Pertam m Pen / 2015 tertanggal
e an Lelang Pertama, Nomor . Fé g-01/WKN.10/KNL.04
Pengumum ,

29 Desember 2015 (diberi tanda bukti F’-1;2);Penggugat it Teriat [ B
i hadap dali
Menimbang, bahwa ter

Tergu men obyek perkara aquo
t V didalam jawabannya e yatakan bahwa y
rg ga )

tang kepada Negara
iami hutang debitur/penanggung hu g. 2 a Timur
"efupakan barang jaminan Ketahanan Pangan Propinsi Jaw
n

yang telah diserahkan melalui Bada ma nomor 501/268/137/205.03/2007. dan
n bersa

- (Tergugat Vi) berdasarkan perjanjia

22/PN Sit
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itkan surat i san piu
enerb perintah Penyitaan tang Negara Maka Tergugat v/
ga

yan
; n kewen 8leld i
yai denga angan Tergugat v " Sesuai prosedur, terseb
' ebut

felah

) ’ dalam
bukti sur mel
egara (V9 | S_ B TIV dan TV.10, bukti gy, akukan pengurysan piut
dan v 15¢ dan bukti surat TIV dan Ty 16) at TIV dan Tv 15 bukii ang
-10); ' I surat TIv

Menimbang, bahwa berdasark
gann

menerima
HBN yand diserahkan oleh Badan Ketahanan Pangan ¢
. n
Kabupaten Situbondo (Tergugat VIil) kepada Tergy tan Pelaksanaan Penyuluhan
s a i )
Tv.1) dan telah diterima oleh Tergugat V dan pen QI V (Vide bukti surat TIV dan
. : e ,
Tergugat IV (vide bukti surat TIV dan Tv.3) Jait yelenggaraannya dilakukan oleh
: . _ -3) yaitu melalui pro .
paksa, penyitaan hingga penjualan dimuka umumfclang (VFin ses plenerbltan surat
TV.5a, sampai dengan bukti surat TIV dan TV.13.b) e bukti surat TIV dan
Menimbang, bah _
. g .wa Tergugat IV juga mendalilkan bahwa lelang ob
sengketa tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat IV oleh karena tidak : obyek
idak a
Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari BPN Kabupaten Situbondo (v‘;l Sbur':tt
ide bukti

surat TIV dan TV.14)
Menimbang, bahwa Tergugat VI didalam jawabannya menyatakan bahwa

1

dari pelaksanaan perjanjian bersama antara Tergugat VI dengan Almarhum Sudiarto

HBN, ternyata almarhum Sudiarto HBN yang merupakan suami TERGUGAT | dan

orang tua dari TERGUGAT Il dan lil tidak dapat memenuhi prestasi yang ditetapkan

dalam Perjanjian  Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor

501/268/137/205.3/2007 tanggal 27 Maret 2007, dan uang yang digunakan adalah

uang negara maka proses rangkaian penyelesaiannya termasuk pelelangannya

dilakukan oleh TERGUGAT IV dan Vv,
Menimbang, bahwa Tergugat VII dan Tergugat VIII didalam jawabannya
a sebagai jaminan atas piutang negara

mendalilkan bahwa obyek sengket
antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun

didasarkan pada Perjanjian Bersama
Anggaran 2007 pada Badan Ketahanan

SUDIARTO HBN selaku pemilik/pengel
Gabah/Beras Petani Tahun 2007, yang mana dalam perjanjian

UD. SABAR JAYA untuk menyerahkan jaminan (agunan)
notaris sebagai bentuk pertanggung]awaban

Pangan Provinsi Jawa Timur dengan Alm.

ola UD. SABAR JAYA tentang Pembelian
tersebut mewajibkan

kepada Pemerintah

Kabupaten yang diikat melalui
pemanfaatan DPM-LUEP;
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to ;
Kal s sesuai dengan peraturan Perundang-undangan ap

058 .
. ler05. « dapat mengembalikan dana yang ¢ . abila Alm. SUDIARTO
| gN 1id 9 telah diterima dan  berdasarkan

ostesi yang telah dilakukan oleh Am. sypiARTO  pEN
. SABA
pikipengelole UD. SABAR JAYA, Tergugat Vil teriebin dahulu melakukan upaya

] DI -
" ghan 9% Alm. SUDIARTO HBN selaku pemilikipengelola Up. saBaR JAYA
melunasi  tunggakan  hutangnya sebelym Tergugat VII|

WanP selaku

melakukan

erd
an jaminan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lel
elang

sed
enyerah
F;ebalgai Tergugat IV):

Menimbang, bahwa Tergugat VIl dan Tergugat vii| juga mendalilkan bahwa
Jngurusan piutang Negara sebagaimana yang telah diserahkan oleh Tergugat VIII

- Ja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (Tergugat 1V) yang telah
d“aksanakan sesuai prosedur,;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Tergugat VIl dan
TergUQat VIl telah mengajukan bukti surat TVII dan TVIIIL.1, bukti surat TVII dan
vill.2) dan dalam pelaksaannya ternyata Almarhum Sudiarto HBN telah melakukan
yanpretasi sehingga Tergugat VIl (Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana

penyuluhan Kabupaten Situbondo) telah melakukan penagihan kepada Almarhum
sudiarto HBN (bukti surat TVIl dan TVIIl.3 dan bukti surat TVIl dan TVIIl.4) dan
selanjutnya Tergugat Vil melimpahkan pengurusan piutang Negara tersebut kepada
Tergugat IV (bukti surat TVII dan TVIIL5);

Menimbang, bahwa terhadap dalil para pihak tersebut Majelis Hakim
memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perjanjian Bersama nomor 501/268/137/205.03/2007
adalah merupakan surat kesepakatan atau perjanjian tertulis antara dua belah pihak
mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang saling mengikatkan diri
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang dalam hal ini adalah Ir.
Muhammad Mustadjab,M.M. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan
Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur (Tergugat VI) dengan Almarhum Sudiarto

HBN, dan ternyata didalam surat perjanjian tersebut, Penggugat tidak turut

mengikatkan diri didalam surat perjanjian tersebut;
Menimbang, bahwa selain tidak mengikatkan diri didalam surat perjanjian

tersebut, ternyata Penggugat/Fatimah juga tidak pernah menyerahkan obyek
Sengketa berupa yaitu sertifikat no. 54/Desa Landangan kepada Negara ataupun
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ba 0, od

L

I’ Y o

V“'

[ 4 e e

v "

ani surat penye iami
enandatang . . y rahan Jamlnan (aQUnan) k
ynan jainnya dari perjanjian tersebut; €pada Negara ataupu
" - ; n surat
menimbang, bahwa Tergugat Vi mengaii
dak sebagai kreditur didalam perjanjian tersebatn ba
ut tela

pert :
. BN telah lalai dalam
jarto H Pemenuhan prestas; (wanp

h
Wa Tergugat VI yang
h menyatakan Almarhum

sud ,

Pasa| 1238 KUHPerdata, maka dalam hal debity estasi), dan berdasarkan
. rdi

dise|esaikan dengan memberikan penggantian pj dianggap lalai, maka wajib

N biaya, kerugian dan bunga, bil

, Dlla

itur tidak memenuhi kewajibannya. (vide pasa| 1239KUHP
erdata

d )

enimbang, bahwa untuk
M pemenuhan prestasi apabila terjadi w
anprestasi

sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1239 KUHPerdata
(epada pihak yang telah melakukan perbuatan ingkar j o1 copal dminaken
rjanji i
hal i adalah Almarhum Sudiarto HBN, begitu juga Jb | aprestas) yang dalam
, a )

. inan adalah terhadap segala hart . 'ang yang dapat dijadikan

jami . arta benda milik debitur/pihak i

(Almarhum Sudiarto HBN); e e

Menimbang, bahwa didalam pelaksaan isi perjanjian Perjanjian Bersa

nomor 501/268/137/205.03/2007 (vide bukti surat P.5, bukti surat TIV/TV.4 bnl:
. ) 4, bukti

surat T.VI.2 serta bukti surat TVII/TVIIL1), ternyata penyerahan obyek sengketa

berupa sertifikat SHM No. 54/Desa Landangan atas nama Fatimah oleh Almarhum

sudiarto HBN kepada Tergugat VI sebagai jaminan (agunan) hutang kepada Negara

merupakan tindakan Tergugat VI yang bertentangan dengan sifat kehati-hatian dan

eteltian sehingga bersesuaian dengan kriteria yang dapat dikualiikasikan sebagai

perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat didalam dalil jawabannya menyatakan
bahwa Penggugat tidak terkait dengan Surat Perjanjian Bersama antara Tergugat V!
gan Almarhum Sudiarto HBN, dan dari pertimbangan sebelumnya bahwa obyek
M No. 54/Desa Landangan adalah milik

k Almarhum Sudiarto HBN, maka terhadap

den
sengketa berupa sertifkkat SH

Fatimah/Penggugat dan bukan mili
segala bentuk akta ataupun surat yan
Penggugat adalah bertentangan dengan
tersebut haruslah dinyatakan tidak memiliki

terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan dapat dikabulkan,
akta ataupun surat dalam bentuk apapun yang diterbitkan atau digunakan sebagali

dasar adanya perikatan (agunan) hutang yang berhubungan dengan obyek

sengketa SHM No. 54/Desa Landangan adalah tidak sah, dan haruslah dinyatakan
kum mengikat, sehingga petitum angka-4 (empat)

g dibuat namun menyangkut harta benda milik
hukum, oleh karenanya akta ataupun surat
kekuatan hukum mengikat, sehingga
begitu juga terhadap

tidak mempunyai kekuatan hu
gugatan dapat dikabulkan; |
Menimbang, bahwa Perjanjian Bersama antara Pejabat pembuat Komitmen

dengan UD. SABAR JAYA Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo tentang

omor 28/Pdt.G/2022/PN Sit
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- .‘
‘15,
b

ubondo tentang Pembelian

gava" 501/268/13
71205.0
32007 tertanggal 27

2007,
imbang, bahwa b
Menimoans ifikat erdasarkan pertimbangan sepely
i m
sengket? yaitu sertifikat SHM No. 54/Desa Landangan ag Inya bahwa obyek
i : a ili .

penggugat dan dari keterangan saksi maupun bukt surat yang :h milik Fatimah/

iajukan oleh para

pihak pahwa setifikat SHM Nomor 54/Desa Landangan tersebut fidak
idak pernah dijual

aret

pelikan kepada Almarhum Sudiarto HBN ataupun pihak laj
jaminan dalam bentuk perikatan dengan Tergugat VI/Nega In maupun sebagai
. ra;
Men{mbang, bahWé oleh karena itu maka terhadap surat-surat ata

yang diterbitkan dan menjadikan sertifikat SHM Nomor 54/Desa Land upun akta
. anga i
jaminan (agunan) kepada Negara bertentangan dengan hukum sehinggg n sibagal
a surat-surat

ataupun akta yang diterbitkan dan menjadikan sertifikat SHM Nomor 54/D
esa

Landangan S€
kekuatan hukum mengikat,;

. bagai jaminan (agunan) kepada Negara haruslah dinyatakan tidak
mempunyal
Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan surat ataupun akta yang

diterbitkan sebagai dasar/landasan obyek sengketa yaitu sertifikat SHM Nomor

54/Desa
kekuatan hukum mengikat, maka terhadap surat penyitaan yang diterbitkan atas

sawah dengan SHM no. 54/Desa Landangan (objek sengketa) adalah cacat
ikat, sehingga terhadap petitum

Landangan sebagai jaminan (agunan) kepada Negara tidak mempunyai

tanah
hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum meng

angka ke-7(
Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Penggugat terikat dalam

arhum Sudiarto HBN dan telah dinyatakan
tersebut tidak mempunyai kekuatan
keta berupa SHM No. 54/Desa

tujuh) gugatan dapat dikabulkan;

perikatan antara Tergugat VI dengan Alm

bahwa penyitaan terhadap obyek sengketa

maka terhadap obyek seng
mi hukum dari perjanjian tersebut;

penyitaan terhadap obyek sengketa tidak
a umum melalui

hukum mengikat,
Landangan juga haruslah dikeluarkan de

Menimbang, bahwa oleh karena
beralasan hukum, maka terhadap penju
lelang yang dilakukan oleh Tergugat |V dan Tergugad
SHM No. 54/Desa Landangan adalah tidak san clef kare

(delapan) gugatan dapat dikabulkan;

alan obyek sengketa dimuk
t V atas tanah sawah dengan

nanya petitum ke-8

dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Sit
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; ng, bahwa oleh .
Menimbang N karena penyitaan terhadap obyek
se '
gan hukum se '”9:"3 Penguasaan terhadap obyek sandketsi o hngketa tidak
Vv juga tidak be oleh Terqu
] Tergugat Jug ralasan hukum yang sah maka T gugat IV
g8\ telah melakukan perbuatan melawan hukum ‘ hi a Tergugat IV dan
» Sehin

gatan dapat dikabulkan; 992 petitum angka-9

jan) 9Y
Menimbang bahwa dari fakta hukum dipersidangan yaitu dari
keterangan Para Tergugat sertg i ari keterangan

s

pengd! _ keterangan para .
sidangan bahwa ternyata sertifikat SHM no 54/Desa Landangan adalah b saksi
alah berada

- penguasaa” Tergugat IV dan Tergugat V, dan dari pertimb
epelt mnya bahm.la penylta-an terhadap obyek sengketa SHM No 547;ian
Landangan telah dinyatakan tidak sah maka terhadap SHM No. 54/Desa I;andan Za
ersebit haruslah dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik sah denga:
qukarela dalam keadaan baik, utuh, lengkap dan bersih dari segala macgam
pembebanan terkait piutang Almarhum Sudiarto HBN kepada Negara, sehingga
adap petitum ke-10 (sepuluh) gugatan dapat dikabulkan’

gat,

terh
Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat SHM no. 54/Desa Landangan

perada didalam penguasaan Tergugat IV dan Tergugat V, sehingga sertifikat SHM
no. 54/Desa Landangan tidak terbukti hilang atau rusak, dan untuk menghindari
adanya sertifikat ganda, maka terhadap petitum ke-12 (dua belas) gugatan haruslah
ditolak, begitu juga terhadap petitum ke-11 (sebelas) gugatan yang memohon agar
Desa Landangan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum jika SHM No,

SHM No. 54/
54/Desa Landangan tersebut diserahkan/dikembalikan kepada Penggugat, maka

haruslah ditolak;
Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-13 (tiga belas) maka Majelis Hakim

memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Almarhum Sudiarto HBN telah
melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penyerahan obyek sengketa
berupa SHM NO. 54/Desa Landangan milik Penggugat kepada Negara sebagai
jaminan piutang Negara telah dipertimbangkan didalam pertimbangan sebelumnya

(petitum ke-6 gugatan) dan telah dinyatakan bahwa Almarhum Sudiarto HBN telah

melakukan perbuatan melawan hukum;

bang, bahwa oleh karena Almarhum Sudiarto HBN telah din
rto telah

Menim yatakan

melakukan perbuatan melawan hukum, dan saat ini Almarhum Sudia
meninggal dunia, sedangkan Tergugat |, Tergugat |l dan Tergugat Il tidak t
dalam penyerahan obyek sengketa kepada Negara maka terhadap Tergugat |,

Terqugat Il dan Tergugat IIl tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan
an yang timbul akibat perbuatan melawan

rto dapat dibebankan kepada ahli waris

erlibat

Melawan hukum kecuali terhadap kerugi
hukum yang dilakukan oleh Almarhum Sudia
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e

i (Tergugat Il dan Tergugat 1ny:

Memmbang‘ bahwa oleh karena peng.
- ‘a

pDesa Landangan oleh Tergugat v Saan obye

k sengketa berupa SHM

I)AII )
g g V | ja jl‘ j | I
( S sa

m sah sehingga dinyatakan melakuka

N perby
0 Tergugat VI, Tergugat Vi o atan melawan hukum  demikian

I Ier uaga ere na e
. g g t Vl” Se(‘.ara h ren|a ; SN
l 4 225Ual
e na Obyel( Se“gketa |||h nra |J lal |

hatid
melakUkan perbuatan melawan hukum:

angkd ke-14 (empat belas), angka ke-15 (lima belas) angka ke-16 (
' -10 (enam belas)

. juh bela i
angka ke 17 4o $) dan petitum angka ke-18 yaity adanya kerug

_ ., . _ T

dan mmaterill YanS dialami oleh Penggugat haruslah disertai perincian t terlI

entang

an yang dialaminya, sehingga tuntutan ganti rugi yang tidak disertai d
ai dengan

kerugi
ncian, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut tidak iel
idak jelas

eri
Ztau tidak sempurna (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.. Nomor 492
K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 dan putusan Mahkamah Agung R
Nomor 1720 K/Pdt/1986, tertanggal 18 Agustus 1988): R
Menimbang, bahwa didalam persidangan ini Penggugat tidak pernah
mengajukan perincian kerugian yang dialaminya baik secara materiil maupun
immateriil, sehingga terhadap petitum angka ke-14 (empat belas), angka ke-15 (lima
pelas), angka ke-16(enam belas), angka ke-17 (tujuh belas) dan petitum angka ke-
18 (delapan belas) maka petitum dimaksud, haruslah ditolak ;
Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-19 (sembilan belas)
gugatan yang meminta agar Tergugat IV dan Tergugat V dihukum untuk membayar
uang paksa (dwangsom) masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta

rupiah) perhari  atas kelalaian melaksanakan putusan, Majelis Hakim

mempertimbangkannya sebagai berikut :
Menimbang, bahwa jika dibaca kembali surat gugatan Penggugat, pada
an sejumlah uang,

h Agung R.L.
paksa

dasarnya gugatan Penggugat bukanlah mengenai pembayar
n kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkama
al 26 Februari 1973, yang menyebutkan, uang
p tindakan untuk membayar sejumlah uang,
anya tuntutan Penggugat mengenali
dimungkinkan untuk dibebankan

maka sesuai denga
Nomor 791 K/Sip/1972, tangg
(dwangsom), tidak berlaku terhada
maka secara a contrario, oleh karen
pembayaran sejumlah uang paksa (dwangsom),

kepada Tergugat X
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quo, olen

apatlah dikabulkan

2

... pelas) surat gugat
gemP1e" 989atan Penggugat 4
Menimbang, bahwa petitum angyc.

9'20 (dua puluh),

d'to]ak:
Menimbang, bahwa berd
asarkan Pertimbangan

tas, Majelis Hakim berpendapat gugatan pep,
' u
sebagian. sedangkan gugatan selebihnya tigak terbui t‘ga
h

-Pertimbangan tersebut di
t dapat dikabulkan untuk

Menimbang, bahwa ol
eh karena gugatan Penggugat dikabulk
an sebagian

untuk membayar  biaya perkara  secara tanggun
sebagaimana dalam amar putusan inj : g

Mengingat ketentuan Pasal 163 HIR dan pasal 1365 KUHP
etentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara inj : e e

renteng yang besarnya

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:
. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

palam Provisi:
- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan Almarhum Sudiarto HBN, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI,
Tergugat VIl dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala macam akta atau surat apapun

bentuk, jenis dan sifatnya yang diterbitkan dan digunakan sebagai dasar adanya
h Almarhum Sudiarto HBN dan juga

) atas tanah sawah dengan SHM

uk pelunasan hutang kepada

perikatan jaminan (agunan) hutang ole
sebagai dasar penjualan dimuka umum (lelang
NO. 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) unt

Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

emberian jaminan (agunan) tanah sawah
(Objek Sengketa) oleh Almarhum
l/Negara, baik dalam bentuk akta

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa p
dengan SHM NO. 54/Desa Landangan

Sudiarto HBN kepada Tergugat VI/T ergugat V
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potariil ataupun akta di bawah tangan 4

melibatkan atau tanpa adanya pe'Sf!huuan,I at lainnya yang dibyat tanpa
kekuatan hukum mengikat- JIn dar; Pengguga tidak mempun
. yai

au Surat.gy

Menyatakan sebagai hukum bahwa sur
Negara berupa SHMNO. 54/peg, Landa
el Tergugat IV dan Tergugat \/ atas T,
Landangan (Objek Sengketa) tidak memp

at penyitaan baran

ngan ( 9 Jaminan piytang

Ob
Jek Sengketa) yang dilakukan

nah
Sawah dengan SHM NO. 54/Des,

Menyatakan sebagai hukum bahwa penj
dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat v at
54/Desa Landangan (Objek Sengketa) milik

hukum,

- Menghukum Tergugat IV dan Tergugat v dan/a
menguasai obyek sengketa berupa SHM NO.
sengketa) Milik Penggugat untyk menyerahkannya kepada Penggugat dal

keadaan baik, utuh, lengkap dan bersjh dari segala macam gat dalam

bentuknya, jenis, maupun  sifatnya terkait dengan pelunasan hutang oleh
Almarhum Sudiarto HBN kepada Negara:

tau kepada siapa saja yang
94/Desa Landangan (Objek

8. Menghukum Tergugat IV dan Tergugat \/ untuk membayar uang paksa
(dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) setiap
harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, karena
Tergugat IV dan Tergugat V lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya:

10.Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.
4,739.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 oleh kami
Rosihan Luthfi, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Putu Dima Indra, S.H. dan | Made
Muliartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Sit

Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 diucapkan dalam

Persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Hakim Anggota tersebut, Abd. Mukti, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan
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